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MOTTO 
 
 "Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan 
tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri" 
(Qs. Al-Ankabut: 6) 
 
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya." 
(Qs. Al Baqarah : 286) 
 
‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah‘’ 
      (HR.Turmudzi) 
 
“Janganlah membanggakan dan meyombongkan diri apa-apa yang kita 
peroleh, turut dan ikutilah ilmu padi makin berisi makin tunduk dan makin 
bersyukur kepada yang menciptakan kita Allah SWT” 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to analyze internal control system of 
mudharabah financing in BMT Sejahtera Surakarta. This research is a descriptive 
qualitative research type by describing or describing the condition of subject or 
research object (someone, institution, society) at the present moment based on 
facts that appear or as it is.  
 
 This study uses primary data obtained directly from the object of 
research that is BMT Sejahtera in Surakarta City through interview. 
 
  This research shows that internal control of mudharabah financing at 
BMT Sejahtera in Surakarta has been running well. But in practice there are still 
some weaknesses that can hinder the implementation of internal control. 
 
Keywords: COSO, Mudharabah Financing, Internal Control 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengendalian 
internal pembiayaan mudharabah di BMT Sejahtera Surakarta. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan atau 
melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, 
masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 
sebagaimana adanya.  
 
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung 
dari obyek penelitian yaitu BMT Sejahtera di Kota Surakarta melalui wawancara. 
 
 Penelitian ini menunjukkan pengendalian internal terhadap pembiayaan 
mudharabah pada BMT Sejahtera di Kota Surakarta sudah berjalan dengan cukup 
baik. Namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kelemahan yang dapat 
menghambat pelaksanaan pengendalian internal. 
 
Kata Kunci: COSO, Pembiayaan Mudharabah, Pengendalian Internal. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Pengendalian internal mutlak diperlukan seiring dengan semakin 
berkembangnya suatu bisnis perusahaan. Pengendalian internal merupakan 
seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan 
perusahaan dari segala macam bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin 
tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa 
semua ketentuan hukum dan undang-undang serta kebijakan manajemen telah 
dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan 
(Zakaria, 2015). 
Sistem pengendalian intern akan menghasilkan laporan yang dikehendaki 
manajemen sehingga dapat mengamankan sumber-sumber ekonomi dari 
pemborosan, kecurangan, dan ketidakefisienan. Selain itu juga bisa meningkatkan 
ketelitian, mendapatkan keandalan data akuntansi, mendorong ditaati dan 
dilaksanakannya kebijakanorganisasi, serta meningkatkan efisiensi (Wibisono, 
2011). Tujuan  pengendalian  intern untuk menjaga  integritas  informasi untuk 
melindungi aktiva dari perusahaan atau lembaga keuangan syariah terhadap 
pencurian  yang dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung jawab 
(Nurhaibnu, 2011). 
Pengendalian Internal yang handal dan efektif dapat memberikan 
informasi bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil 
keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang 
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lebih efektif pula. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang 
baik, diharapkan seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan 
baik untuk memaksimalkan  profit. Bahkan, tidak hanya dari segi operasionalnya 
saja yang akan berjalan dengan tertib dan baik sesuai prosedur, akan tetapi dari 
segi finansial perusahaan juga dapat lebih termonitor dengan baik. Hery, 
(2014:127). 
Pengendalian internal juga penting diterapkan oleh lembaga keuangan 
syariah termasuk BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) untuk membantu manajer BMT 
menjaga asetnya, dan menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial 
yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan BMT terhadap ketentuan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya 
kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. (Hadi, 2014). 
Hery, (2014:128) BMT perlu menerapkan pengendalian intern agar dapat 
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan tersedianya informasi 
akuntansi yang handal. Namun pada kenyataannya menurut Mu'allim dan Abidin 
(2005), salah satu masalah besar yang dihadapi oleh mayoritas BMT di Indonesia 
adalah sistem pengendalian dan sistem pemantauannya masih lemah terutama 
dalam mengendalikan sistem untuk pembiayaannya.  
Berkenaan dengan sistem monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh 
BMT, Muhammad (2004) berpendapat bahwa BMT harus menerapkan konsep 
kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan serta penerapan pengendalian 
interen. Pengendalian internal bisa membantu BMT dalam meningkatkan kualitas 
pembiayaan mereka. Selain itu, Seibel (2008) menegaskan bahwa salah satu 
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upaya untuk mendorong lembaga keuangan mikro syariah menjadi lebih baik 
yaitu dengan menerapkan pengendalian internal yang efektif. 
Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh BMT yaitu pembiayaan 
mudharabah yang dinilai beresiko sehingga memerlukan pengendalian internal 
untuk mengendalikan pembiayaannya (Alfia, 2014). Pembiayaan mudharabah 
adalah salah satu jenis pembiayaan yang dianggap/dinilai beresiko tinggi, karena 
lembaga keuangan syariah memberikan dana/modal 100% kepada nasabah untuk 
dikelola. Jika pengendalian internalnya tidak efektif maka ada kemungkinan 
uang/dana yang diinvestasikan tidak digunakan semestinya oleh nasabah  
sehingga pembiayaannya dapat menyebabkan kerugian (Hadi, 2011). 
Pengendalian internal BMT khususnya dalam pengelolaan pembiayaan 
mudharabah perlu menerapkan pengendalian yang baik, karena uang/dana yang 
diinvestasikan kepada mudharib bukan dana BMT sendiri melainkan dana 
nasabah. Suatu BMT perlu menerapkan pengendalian internal yang baik sesuai 
dengan konsep islam. Penerapan konsep Islam yang dianut oleh lembaga 
keuangan syariah yaitu dengan amanah/tanggungjawab kepada nasabah dalam 
mengelola pembiayaan sebaik mungkin dengan menerapkan pengendalian internal 
yang baik untuk meminimalisir terjadinya kecurangan (Husni, 2012). 
Merujuk penelitian (Alfiya, 2014) meneliti tentang Analisa Pengendalian 
Internal Terhadap Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah 
Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk. Hasil penelitian pada menemukan 
masih terdapatnya beberapa kondisikondisi di dalam perusahaan yang tidak 
mendukung pencapaian pengendalian internal yaitu: (a) Terdapat adanya beberapa 
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bagian yang ada dalam struktur organisasi pada Bank Syariah Mandiri Cabang 
Kebon Jeruk, namun dalam kenyataannya posisi tersebut kosong, yaitu posisi 
legal Officer, Staff SDI & GA dan IT Coordinator. (b) Terjadinya penumpukkan 
tugas pada bagian Back Office Officer, dan PKP, dikarenakan tidak adanya 
karyawan yang menempati posisi legal Officer, Staff SDI, dan IT Coordinator. 
Risniawatie (2017) melakukan penelitian tentang  Evaluation Of Internal 
Control Financing Mudharabah (Case Study On Bprs Dana Amanah Surakarta). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan mudharabah pada 
BPRS Dana Amanah telah sesuai dengan teori yaitu dari permohonan pembiayaan 
sampai pencairan dana telah ada pengendalian oleh masing-masing petugas. 
Prosedur pengendalian intern pembiayaan mudharabah pada BPRS Dana Amanah 
untuk analisis pembiayaan telah sesuai dengan teori, tetapi division of duties 
belum sesuai karena masih terdapat perangkapan tugas dan fungsi. 
Wibisono (2011) melakukan penelitian tentang  Evaluasi Sistem 
Pengendalian Intern  Pembiayaan Mudharabah Pada Bmt Surya Mandiri 
Ponorogo. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa BMT Surya 
Mandiri telah sesuai dengan praktiknya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penerapan sistem pengendalian intern pembiayaan mudharabah berjalan lebih baik 
dan dikategorikan memadai. Karena ada disosiasi tanggung jawab dan tugas 
dalam bagan organisasi, praktik sehat dalam melaksanakan fungsi setiap unit 
organisasi, dan juga sistem otorisasi dan pencatatan serta kebaikan. 
Susiati (2014) melakukan penelitian tentang Evaluasi Sistem Pengendalian 
Intern Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Perdana Surya Utama 
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(PSU) di Malang. Hasil dari penelitian ini adalah struktur organisasi dan sistem 
otoritas di BMT-PSU sudah efektif karena memuat semua pekerjaan dan tanggung 
jawab masing-masing item. Jumlah di setiap lembar bagus untuk meningkatkan 
tanggung jawab. 
Penelitian ini mengambil sampel BMT yang ada di Kota Surakarta dari 
jumlah total BMT di Surakarta sebanyak 13 unit. Peneliti mengambil salah satu 
BMT di Surakarta yang memiliki aset tertinggi sebesar Rp 5.364.011.092. yaitu 
BMT Sejahtera. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah BMT yang 
memiliki aset tertinggi dan telah memiliki  pengendalian internal yang baik. 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh peneliti, maka dalam 
penelitian ini peneliti ingin membahas tentang analisis pengendalian internal pada 
pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Sejahtera di kota Surakarta. 
Maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem 
Pengendalian Internal Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Sejahtera di Kota 
Surakarta” 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasi 
masalah sebagai berikut:  
1. Adanya research gap yang menyimpulkan pembiayaan mudharabah 
dilaksanakan efektif dan ada yang belum efektif. 
2. Lemahnya sistem pengendalian internal dan sistem pemantauan terutama 
dalam mengendalikan pembiayaannya. 
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1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan 
sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasilpenelitian dapat 
dimanfaatkan. Batasan penelitian ini adalah : 
1. Penelitian ini hanya meneliti tentang pengendalian internal pembiayaan 
mudharabah  yang ada di BMT Sejahtera Surakarta. 
2. Penelitian ini hanya meneliti satu objek saja yaitu di BMT Sejahtera 
Surakarta. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam pembiayaan 
Mudharabah di BMT Sejahtera Surakarta? 
2. Apakah pengendalian internal pembiayaan mudharabah di BMT Sejahtera 
Surakarta efektif? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mendapatkan bukti empiris penerapan sistem pengendallian internal 
dalam pembiayaan Mudharabah di BMT  Sejahtera Surakarta. 
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengendalian internal pembiayaan 
mudharabah di BMT Sejahtera Surakarta sudah efektif. 
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1.6. Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat 
sebagai berikut : 
1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan 
tentang implementasi pengendalian internal pada pembiayaan mudharabah 
dengan praktik yang sebenarnya terjadi dilapangan. 
2. Bagi Civitas Akademika, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi 
bagi penelitian selanjutnya. 
3. Bagi BMT, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau 
masukan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal dalam 
pembiayaan mudharabah. 
 
1.7. Penelitian yang Relevan 
Adapun penelitian terdahulu yang meneliti mengenai Analisis sistem 
pengendalian internal pembiayaan mudharabah adalah : 
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Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu 
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Tabel Berlanjut… 
 
 
 
No Judul 
Penelitian 
Peneliti/Tahun Peneliti/Tahun Metode Analisis 
1 Evaluation Of 
Internal 
Control 
Financing 
Mudharabah 
(Case Study 
On BPRS 
Dana Amanah 
Surakarta) 
Risniawatie/2017 Deskriptif 
kualitatif 
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
prosedur pembiayaan 
mudharabah pada BPRS 
Dana Amanah telah 
sesuai dengan teori yaitu 
dari permohonan 
pembiayaan sampai 
pencairan dana telah ada 
pengendalian oleh 
masing-masing petugas. 
Prosedur pengendalian 
intern pembiayaan 
mudharabah pada BPRS 
Dana Amanah untuk 
analisis pembiayaan 
telah sesuai dengan 
teori, tetapi division of 
duties belum sesuai 
karena masih terdapat 
perangkapan tugas dan 
fungsi. 
2. Analisa 
Pengendalian 
Internal 
Terhadap 
Pembiayaan 
Mudharabah 
Studi Kasus 
Pembiayaan 
Mudharabah 
Bank Syariah 
Mandiri 
Cabang 
Kebon Jeruk 
Alfiya/2014 Metode 
Analisis 
Deskriptif 
Hasil penelitian 
menemukan masih 
terdapatnya beberapa 
kondis di dalam 
perusahaan yang tidak 
mendukung pencapaian 
pengendalian internal 
yaitu: Terdapat adanya 
beberapa bagian yang 
ada dalam struktur 
organisasi pada Bank 
Syariah Mandiri Cabang 
Kebon Jeruk, 
dikarenakan tidak 
adanya karyawan yang 
menempati posisi legal 
Officer, Staff SDI, dan 
IT Coordinator 
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Lanjutan Tabel 1.1 
No Judul Penelitian Peneliti/Tahun Metode Metode Analisis 
3 Evaluasi Sistem 
Pengendalian 
Intern Terhadap 
Pembiayaan 
Mudharabah 
Pada BMT 
Perdana Surya 
Utama (PSU) di 
Malang 
Susiati/2014 Deskriptif 
kualitatif 
Hasil dari penelitian ini 
adalah struktur organisasi 
dan sistem otoritas di 
BMT-PSU sudah efektif 
karena memuat semua 
pekerjaan dan tanggung 
jawab masing-masing 
item. Jumlah di setiap 
lembar bagus untuk 
meningkatkan tanggung 
jawab. 
4 Evaluasi Sistem 
Pengendalian 
Intern 
Pembiayaaan 
Mudharabah 
Pada BMT 
Surya Mandiri 
Ponorogo 
 
 
Wibisono/2011 Analisis 
Kualitatif 
Hasil analisis pembiayaan 
mudharabah pada bmt 
surya mandiri ponorogo 
yang didapat 
menunjukkan bahwa 
BMT Surya Mandiri telah 
memisahkan tugas dan 
tanggung jawab 
fungsionalnya dengan 
jelas. Setiap permohonan 
pembiayaan yang masuk 
ke BMT Surya Mandiri 
selalu diketahui oleh 
petugas-petugas yang 
bersangkutan, mulai dari 
AO, manajer, pengurus, 
administrasi umum, 
keuangan, dan teller. 
Sistem otorisasi telah 
berlangsung dengan baik. 
        Tabel Berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 1.1 
         
1.8.Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.9.Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah : 
BAB I : PENDAHULUAN  
Pada bab ini membahas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan 
sistematika penulisan. 
No Judul 
Penelitian 
Nama/Tahun Metode Hasil 
5 Evaluasi 
Pengendalian 
Internal 
Pembiayaan 
Akad 
Mudharabah 
Pada PT. Bank 
Muamalat 
Indonesia Tbk 
Cabang 
Kalimalang   
Pratiwi/2013 
 
Analisis 
deskriptif 
kualitatif 
 
Pelaksanaan evaluasi 
pengendalian atas pembiayaan 
akad  mudharabah pada PT. 
Bank Muamalat  Indonesai 
Tbk Cabang Kalimalang sudah 
baik  dan efektif. Namun 
masih terdapat kelemahan 
diantaranya: Staf IT hanya 
berada dikantor pusat dan 
tidak terdapat pada kantor 
cabang membuat pekerjaan 
dan pemanfaatan waktu 
berjalan pada kantor cabang 
tidak efisien dan efektif, Tidak 
terdapatnya pemisahan fungsi 
tugas dan wewenangan pada 
account manager mengenai 
pemantauan nasabah, 
pembuatan laporan hasil 
pantauan nasabah, dan 
pemerosesan nasabah yang 
berkaitan dengan penambahan, 
perpanjangan pembiayaan.   
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BAB II : LANDASAN TEORI  
Pada bab ini berisi mengenai deskripsi konseptual (teori-teori) fokus dan 
subfokus serta hasil dari penelitian yang relevan. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini membahas menegnai penjelasan tentang desain penelitian, jenis 
penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 
data, dan teknik analisis data, serta validitas dan rebilitas yang digunakan 
dalam penelitian ini. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum   tentang BMT di 
Surakarta, pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis 
berdasarkan data statistik deskriptif yang diperoleh dari hasil pengolahan data.  
BAB V : PENUTUP  
Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, serta saran yang diberikan untuk 
penelitian selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian ini.  
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
 
2.1.  Shari’ah Enterprise Theory 
2.1.1.  Pengertian Shari’ah Enterprise Theory 
 Theory Syaria Enterprise atau (SET) adalah suatu teori akuntansi 
syariah sebagai bentuk akuntabilitas (accountability) manajemen terhadap 
pemilik perusahaan (stockholders), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada 
stakeholders dan Allah SWT. Enterprise theory mengandung nilai keadilan, 
kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban, bentuk 
pertanggungjawaban utamanya kepada Allah SWT  Triyuwono (2012: 355).   
 Akuntansi sebagai suatu bagian dari konsep ekonomi islam harus dapat 
memancarkan dan memiliki hubungan langsung dengan sistem ekonomi islam 
(Mulawarman, 2009:112). Hubungan langsung tersebut berkaitan dengan 
tujuan dari akuntansi syariah itu sendiri yaitu pemerataan kesejahteraan bagi 
seluruh umat (Triyuwono, 2008 :345). 
 Tujuan dari akuntansi syariah tersebut dapat dikatakan sebagi wujud 
atau bentuk kecintaaan kepada Allah SWT sesuai dengan nilai-nilai islam dan 
tujuan syariah yang telah ditetapkan. Adapun konsekuensi dari tujuan tersebut 
adalah harus membentuk konsep dasar teoritis tentang akuntansi syariah yang 
berbeda dan akuntansi syariah menyetujui penggunaan enterprise theory 
(Mulawarman, 2009 :113-114). 
 Allah SWT sebagai sumber dari amanah utama karena dia adalah 
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pemilik yang mutlak. Untuk sumberdaya yang dimiliki oleh para stakeholders 
pada prinsipnya merupakan amanah dari Allah SWT yang didalamnya terdapat 
sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang telah 
ditetapkan oleh-Nya (Triyuwono, 2008 : 356). 
 Stakeholders sebagai khalifah Allah SWT diberikan amanah untuk 
dapat mengelola sumberdaya dan mendistribusikannya secara adil (Triyuwono, 
2008:358). Berdasarkan hal tersebut maka untuk seluruh lembaga keuangan 
yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prisip syariah islam, salah satunya 
BMT diharapkan untuk mampu mewujudkan Shari’ah Enterprise Theory 
karena selain bertanggungjawab kepada Allah SWT, mereka juga 
bertanggungjawab kepada para nasabah terkait dengan dana yang telah 
dititpkan atau diamanahkan di BMT. 
 Shari’ah Enterprise Theory tidak hanya berorientasi profit orientit 
tetapi perusahaan harus memiliki retribusi kepada masyarakat secara umum 
tidak hanya di bidang usaha tetapi juga memiliki tanggung jawab kepada 
manusia dan perusahaan, tanggung jawab yang dilakukan oleh suatu 
perusahaan adalah dengan amanah (Mulawarman, 2009:117). Salah satu 
bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan yaitu dengan menerapkan sistem 
pengendalian internal yang baik agar pengelola BMT dapat menjalankan 
tugasnya dengan baik.  
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2.2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 
2.2.1.  Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 
Menurut (Ernawati, 2011) “Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang 
kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme dalam dunia perbankan”. 
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau maal baitul dan baitul tamwil 
mengacu pada lembaga keuangan Islam yang dibentuk untuk memainkan peran 
sosial Islam serta untuk mencari keuntungan dengan cara yang sejalan dengan 
hukum Islam (Soemitra, 2009). BMT didirikan sebagai perantara keuangan 
syariah terutama untuk usaha kecil dan mikro (UKM). Oleh karena itu, BMT juga 
dikenal sebagai praktek pembiayaan mikro syariah di Indonesia. Keberadaan 
BMT di Indonesia khususnya di kota Surakarta telah menjadi penyedia jasa 
keuangan alternatif. 
Dengan demikian, Baitul Maal Wat Tamwil dengan makna seperti ini 
mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak (al-jihat) yang 
menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Namun demikian, 
Baitul Maal dapat juga diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola 
segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Wardiyono, 2012). 
Pada saat ini BMT diartikan sebagai lembaga keuangan mikro yang 
dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha 
mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan 
kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prokarya dan modal awal dari tokoh-tokoh 
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masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistestem ekonomi keselamatan, 
kedamaian dan kesejahteraan (Soemitra, 2012:453). 
 
2.3. Sistem Pengendalian Internal 
2.3.1.  Pengertian Sistem Pengendalian Internal 
 Menurut Mulyadi (2010:165) pengendalian intern adalah sistem 
pengendalian interal yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran 
yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian 
dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 
kebijaksanaan manajemen.  
2.3.2. Unsur Sistem Pengendalian Internal 
Menurut Mulyadi (2008:164) unsur pokok pengendalian internal dalam 
perusahaan adalah: 
1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 
tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian 
tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk 
untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.  
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 
Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian 
wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur 
pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat ke dalam 
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catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan (reliability) yang 
tinggi.  
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang 
dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana 
dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang 
sehat dalam pelaksanaannya.  
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk 
mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya perlu adanya 
seleksi calon karyawan dan pendidikan karyawan selama menjadi 
karyawan. 
2.3.3.  Tujuan Pengendalian Internal 
Suatu sistem pengendalian yang efisien dan efektif sangat dibutuhkan oleh 
organisasi atau perusahaan karena adanya sistem pengendalian, diharapkan 
rencana yang telah ditetapkan dapat dilalcsanakan dengan baik.Menurut Mulyadi 
(2008:163) menyatakan bahwa tujuan pengendalian intern adalah : 
1. Menjaga kekayaan organisasi  
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi  
3. Mendorong efisiensi  
4. Mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen  
Sesuai dengan tujuannya maka pengendalian intern tersebut dapat dibagi 2 
yaitu pengendalian intern administrasi (Internal Administrative Control) dan 
pengendalian intern akuntansi (Internal Accounting Control). Pengendalian intern 
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administrasi terdiri dari prosedur dan catatan yang membantu manajemen untuk 
mencapai tujuan perusahaan. 
Pengendalian intern akuntansi meliputi terdiri dari prosedur dan laporan 
dan untuk menjaga aktivitas perusahaan. Pengendalian intern akuntansi yang baik 
akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kredit yang ditanamkan 
dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat 
dipercaya. 
 
2.3.4. Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Internal 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treat Way 
Commission) atau COSO memperkenalkan adanya lima komponen 
pengendalian intern yang meliputi Lingkungan Pengendalian (control 
environment), Penilaian Resiko (Risk Assesment), Prosedur Pengendalian 
(control procedure), Pemantauan (monitoring), serta Informasi dan 
Komunikasi (Information and Communication). 
1. Lingkungan Pengendalian  
 Setiap perusahaan harus memiliki lingkungan pengedalian yang 
kuat. Jika lingkungan pengendalian lemah kemungkinan besar diikuti 
lemahnya komponen pengendalian internal yang lain. Lingkungan 
pengendalian meliputi faktor-faktor berikut: (Zakaria, 2014). 
a. Filosofi Manajemen dan Gaya Oprasi 
Manajer harus mengambil tindakan aktif untuk menjadi contoh 
berperilaku etis dengan bertindak sesuai dengan kode etik personal. 
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Manajer juga bertanggung jawab menyusun kode etik perusahaan dan 
memperlakukan karyawan adil dan hormat. 
b. Komitemen Terhadap Integritas dan Nilai-Nilai Etika 
Penting bagi manajer untuk menciptakan budaya organisasi yang 
menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Perilaku etis atau tidak 
etis manajer dan karyawan berdampak besar terhadap keseluruhan 
pengendalian internal. 
c. Komitmen Terhadap Kompentensi 
Perusahaan harus merekrut karyawan yang kompeten dan dapat 
dipercaya guna mendorong kreatifitas dan inisiatif dalam menghadapi 
kondisi yang dinamis. 
d. Komite Audit dari Dewan Direksi  
Dewan direksi bertanggung jawab untuk memilih komite audit yang 
beranggota orang-orang luar dari perusahaan. Peran komite audit adalah 
memantau akuntansi perusahaan serta praktik dan kebijakan pelaporan 
keuangan.  
e. Struktur Organisasi 
Perusahaan menggambarkan pembagian otoritas dan tanggung jawab 
perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 
f. Metode Penetapan Otoritas dan Tanggung Jawab 
Hak yang dimiliki karena posisi formal seseorang untuk memberi 
perintah kebawahan. 
g. Kebijakan dan Praktis Sumber Daya Manusia 
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Kegiatan sumber daya manusia meliputi perekrutan karyawan baru, 
orientasi karyawaan baru, pelatihan karyawan, motivasi karyawan, 
evaluasi karyawan, promosi karyawan, kompensasi karyawan, 
perlindungan karyawan dan pemberhentian karyawan. 
2. Penaksiran Resiko  
Semua perusahaan, baik besar maupun kecil pasti menghadapi 
resiko internal maupun eksternal dalam usaha mencapai tujuan 
perusahaan. Resiko itu bersumber dari: 
a. Tindakan tidak sengaja 
b. Tindakan sengaja 
c. Bencana alam atau kerusuhan politik 
d. Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan computer. 
3. Aktivitas Pengendalian 
Aktivitas pengendalian yang terkait dengan pelaporan keuangan 
antara lain meliputi: 
a. Desain dokumen yang baik dan bernomor urut cetak 
b. Pemisahan tugas 
c. Otoritas yang memadai atas setiap transaksi bisnis yang terjadi 
d. Mengamankan harta dan catatan perusahaan. 
e. Menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan karyawan 
lain 
 
 
 
21 
 
 
 
4. Informasi dan Komunikasi 
Informasi harus diidentifikasi, diproses dan komunikasikan ke personil 
yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksakan tanggung 
jawab mereka dengan baik. Tujuan utama sebuah sistem informasi akuntansi 
antara lain: 
a. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid 
b. Mengklasifikasi transaksi sebagaimana seharusnya 
c. Mencatat transaksi sesuai dengan nilai moneter yang tepat 
d. Mencatat transaksi pada periode yang tepat 
e. Menyajikan transaksi dan pada periode akuntansi yang tepat 
5. Pengawasan Kinerja  
Kegiatan utama dalam pengawasan kinerja meliputi: 
a. Supervisi yang efektif meliputi pelatihan karyawan, memonitor 
kinerja karyawan, mengkoreksi kesalahan yang dilakukan, serta 
megamankan harta dengan mengawasi karyawan yang memiliki akses 
terhadap perusahaan. 
b. Akuntansi pertanggungjawaban 
1) Penyusunan anggaran, kuota, penjadwalan, harga pokok standart, 
dan standart kualitas. 
2) Laporan kinerja yang membandingkan kinerja aktual dengan 
rencana, dan menginformasikan jika ada penyimpangan yang 
signifikan. 
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3) Prosedur untuk investigasi penyimpangan yang signifikan dan 
mengambil tindakan untuk mengoreksi kondisi yang menybabkan 
terjadinya penyimpangan.  
 
2.4. Pembiayaan 
2.4.1. Definisi Pembiayaan  
 Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU nomor 10 tahun 
1998 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankkan adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tesebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.  
 
2.4.2. Unsur Pembiayaan  
Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata 
lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. 
Adapun unsur-unsur pembiayaan menurut Kasmir (2014:86) adalah sebagai 
berikut :  
1. Kepercayaan  
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang 
diberikan benar – benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai 
jangka waktu yang sudah diberikan dengan penelitian terlebih dahulu 
secara mendalam tentang kondisi nasabah. Menurut Muhammad (2009:58) 
 
23 
 
 
 
Unsur Kepercayaan dalam kredit adalah Suatu keyakinan bahwa kredit 
yang diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan dan 
perjanjian yang telah disetujui secara bersama, 19 Keyakinan ini didapat 
oleh bank dengan melakukan analisis terhadap calon peminjam terlebih 
dahulu.  
2. Kesepakatan  
Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini 
dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak 
menandatangani hak dan kewajiban masing-masing yang kemudian 
dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak. 
Muhammad (2009:58) Unsur Kesepakatan adalah bahwa semua 
persyaratan kredit dan prosedur pengembalian kredit serta akibat 
hukumnya adalah hasil kesepakatan dan dituangkan dalam akta perjanjian 
yang disebut kontrak kredit.  
3. Jangka Waktu  
Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 
jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah 
disepakati. Muhammad (2009:58) menyatakan Jangka Waktu adalah 
Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu yang layak 
dan jangka waktu berakhir saat kredit selesai dilunasi.  
4. Resiko  
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Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan 
akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian 
suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka 
semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi 
tanggungan bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak 
disengaja. Muhammad (2009:58) Pengembalian kredit mengandung resiko 
terlambat ataupun macetnya pelunasan kredit, semakin panjang waktu 
pengembalian kredit, semakin besar pula resikonya begitupun sebaliknya.  
5. Balas Jasa  
Dalam Bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. 
Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan 
kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. 
Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan 
bagi hasil.  
  
2.4.3. Tujuan Pembiayaan  
Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk 
meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan 
nilainilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-
banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan 
perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan 
distribusi barangbarang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan 
dalam negeri maupun ekspor (Muhammad, 2014:178).  
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Menurut Kasmir (2014:88), Pemberian suatu pembiayaan mempunyai 
tujuan tertentu. Adapun tujuan pemberian pembiayaan tersebut adalah sebagai 
berikut :  
1. Mencari Keuntungan  
Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan 
tersebut. Hasil tersebut adalah berupa bagi hasil yang telah disetujui oleh 
pihak bank dan nasabah.  
2. Membantu Usaha 
Nasabah Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah 
yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal 
kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak nasabah akan dapat 
mengembangkan dan memperluas usahanya.  
3.  Membantu Pemerintah  
Bagi Pemerintah, semakin banyak pembiayaan yang disalurkan 
oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak 
pembiayaan (kredit) berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai 
sektor. 
 
2.5. Mudharabah 
2.5.1. Pengertian Mudharabah 
Menurut Alfiya pembiayaan mudharabah modal usaha atau proyek 
sepenuhnya berasal dari pemilik modal (shahibul maal). Kerugian mudharabah 
ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian tersebutsebagai akibat 
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kesalahan pengelola dana (mudharib). Pada produk pembiayaan mudharabah 
yang berciri khas kepercayaan, maka produk ini memiliki resiko yang sangat 
tinggi yaitu resiko asymmetric information (Lembaga Keuangan Syariah tidak 
mengetahui informasi yang sebenarnya mengenai perputaran pembiayaan yang 
diberikan dan besarnya laba yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut) dan 
moral hazard.  
Menurut Karim, bahwa mudharabah merupakan sebagai bentuk 
kontrak antara dua pihak dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik 
modal (shahib al-maal) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola 
oleh pihak kedua (mudharib) yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan 
mendapatkan keuntungan.  
Rivai dan Veithzal menyatakan mudharabah adalah sistem kerjasama 
usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (shahibul maal) 
menyediakan seluruh (100%) kebutuhan nmodal (sebagai penyuntik sejumlah 
dana sesuai kebutuhan pembiayaan proyek), sedangkan customer sebagai 
pengelola (mudharib) mengajukan permohonan pembiayaan dengan 
menyediakan keahliannya. 
 
2.5.2. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah  
Secara umum Antonio, membagi pembiayaan mudharabah menjadi 
dua jenis, yaitu sebagai beikut: 
1. Mudharabah Muthlaqah Yang dimaksud dengan mudharabah muthlaqah 
adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal (Bank) dan mudharib 
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(Nasabah) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh 
spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam if’al ma syi’ta 
(lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi 
kekuasaan sangat besar.  
2. Mudharabah Muqayyadah Mudharabah muqayyadah atau disebut juga 
dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah 
kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan 
batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini 
sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam 
memasuki jenis dunia usaha. Dalam praktik perbankan syariah modern, 
kini dikenal dua bentuk mudharabah muqayyadah antara lain sebagai 
berikut: 
a. Mudharabah Muqayyadah on balance-sheet, merupakan alairan dana 
yang terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana 
usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, 
manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin 
mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di 
sektor pertambangan, property, dan pertanian. Selain berdasarkan 
sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis 
akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan 
akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau 
kerjasama usaha saja.  
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b. Mudharabah muqayyadah off balance sheet, merupakan alairan dana 
yang berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah 
pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Dalam 
mekanismenya bank hanya memperoleh arrage fee yang disepakati 
antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. 
 
2.5.3. Risiko Pembiayaan Mudharabah 
Menurut Antonio (2003) risiko pembiayaan mudharabah antara lain adalah:  
1. asymmetric information problem yaitu kecenderungan salah satu pihak 
yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur. 
2. side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang 
disebut dalam kontrak. 
3. lalai dan kesalahan yang disengaja. 
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2.6.  Kerangka Berpikir 
 
 Gambar 2.1 
 Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah melakukan kegiatan analisis tersebut peneliti membuat kesimpulan 
atas hasil analisis yang telah dilakukan. Adapun hasil kesimpulan yang yang akan 
dihasilkan dari penelitian ini yaitu apakah sistem pengendalian internal 
pembiayaan mudharabah di BMT Sejahtera Surakarta 
Berdasarkan kerangka berfikir diatas, peneliti dalam penelitian ini akan 
melakukan penelitian di BMT Sejahtera Surakarta terkait dengan Analisis sistem 
pengendalian internal pembiayaan mudharabah. Setelah itu peneliti menganalisis 
pengendalian internal pembiayaan mudharabah sesuai dengan metode COSO. 
 
  
BMT 
Pembiayaan 
Mudharabah
h 
COSO Analisis 
Kesimpulan 
Efektif Belum 
Efektif 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Jenis Penelitian 
Penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal 
Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Sejahtera di Kota Surakarta” ini merupakan 
jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
deskriptif. Menurut (Indriantoro dan Supomo, 2009:63) metode deskriptif adalah 
prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 
melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, 
masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 
sebagaimana adanya. 
Tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk membuat suatu deskripsi, 
gambaran ataupun lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta dan hubungan antara fenomena yang diselidiki (Indriantoro dan Supomo, 
2009:64). Penelitian ini akan menggambarkan, memaparkan, serta menganalisis 
Analisis Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan Mudharabah Pada BMT 
Sejahtera di Kota Surakarta. 
 
3.2. Waktu dan wilayah Penelitian 
Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Januari 2018 sampai terselesainya 
penelitian ini.  Adapun tempat yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini 
adalah lembaga keuangan syariah yang berupa BMT Sejahtera di Kota Surakarta 
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yang beralamatkan Jl. Kerinci No. 9 B Skip Rt.03/Rw.23, Kadipiro. Pemilihan 
dari objek ini adalah dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dengan 
kriteria yang memiliki aset tertinggi yaitu sebesar Rp 5.364.011.092. 
 
3.3.  Sumber Data 
Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:149) data primer secara khusus 
dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. 
Data didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara kepada pimpinan dan staf 
yang bekerja di BMT. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek 
penelitian yaitu BMT Sejahtera di Kota Surakarta melalui wawancara. Hal 
ini dilakukan agar peneliti dapat berhubungan langsung dengan informan. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 
dokumen. Data tersebut dapat berupa buku-buku ilmiah, majalah, serta 
arsip-arsip dari BMT Sejahtera di Kota Surakarta. 
 
3.4.  Sampel Penelitian 
Sampel dalam penelitian ini adalah infoman atau narasumber. Adapun 
informan yang digunakan adalah manager BMT, bagian akuntansi, dan bagian 
kasir/teller dari BMT Sejahtera Kota Surakarta untuk mengetahui terkait dengan 
pengendalian internalnya. 
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3.5.  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 
survey lapangan. Survey lapangan dilakukan untuk secara langsung mendapatkan 
data yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal pembiayan 
mudharabah di BMT Sejahtera Surakarta dengan menggunakan teknik-teknik 
dibawah ini: 
1. Wawancara ialah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 
secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan 
secara langsung informasi atau keterangan (Arikunto, 2009:265). Peranan 
informan dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memperoleh data-
data yang diperlukan. 
2. Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 
catatan, transkip, agenda, buku, dan sebagainya (Arikunto, 2009:265). 
Untuk mendapatkan data yang terkait dengan penelitian, maka peneliti 
menggunakan arsip-arsip yang ada pada BMT Sejahtera di Kota Surakarta. 
 
3.6. Teknis Analisis Data 
Teknik yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu analisis deskriptif yang 
didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut, analisa ini 
menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan 
sosial berdasarkan kondisi realitas yang holistis, kompleks dan rinci yang sifatnya 
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menjelaskan secara uraian dalam bentuk kalimat. Langkah-langkah yang peneliti 
lakukan untuk menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan unsur-unsur pengendalian 
intern. Pengumpulan data ini bersumber dari berbagai referensi yang ada 
baik dari buku, halaman web ataupun dari penelitian-penelitian yang telah 
membahas tentang pengendalian intern sebelumnya. 
2. Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dengan cara wawancara 
langsung yang terkait dengan penelitian. 
3. Menarik hasil dan kesimpulan dengan berdasarkan hasil dari penelitian yang 
relevan yang telah peneliti lakukan di BMT Sejahtera Surakarta dan 
kemudian peneliti akan menarik kesimpulan apakah penerapan 
pengendalian internal. 
 
3.7. Validitas dan Reliabilitas Data 
Adapun yang dilakukan oleh peneliti dalam menguji validitas dan reliabiliti 
dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi tekhnik. Triangulasi 
sumber yaitu dengan cara mengecek atau membandingkan data dari berbagai 
sumber yang diperoleh selama penelitian dilakukan (Sugiyono, 2011: 274). Pada 
penelitian ini, peneliti membandingkan informasi yang didapat dari tiga 
narasumber atau informan, yaitu Manager BMT, bagian akuntansi, dan bagian 
kasir/teller. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan 
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 
berbeda. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1. Deskripsi Tentang BMT Sejahtera Surakarta 
4.1.1.  Sejarah BMT Sejahtera Surakarta 
KJKS Baitul Maal Wat Tamwil Sejahtera didirikan dengan tujuan untuk 
membantu dalam peningkatan taraf hidup anggota, khususnya dalam bidang 
ekonomi. Rasa keprihatinan terhadap kondisi ekonomi dan tuntutan masyarakat 
terhadap perbaikan ekonomi merupakan landasan ideal pendirian lembaga 
keuangan mikro. KJKS BMT Sejahtera sejauh ini telah melakukan berbagai 
pembinaan usaha kecil kepada masyarakat, melalui sistem ekonomi Syariah. 
Penerapan bagi basil dalam setiap transaksi (akad) merupakan upaya menghindari 
sistem bunga (riba) sedini mungkin.  
BMT Sejahtera yang beralamatkan di Jl. Jl. Kerinci No. 9 B Skip 
Rt.03/Rw.23, Kadipiro. Surakarta berdiri pada tanggal 03 April 2005 yang 
merupakan lembaga keuangan syari’ah yang menggabungkan dua bidang 
keuangan yaitu bidang Baitul Maal dan bidang Tamwil.  BMT Sejahtera 
merupakan lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan 
Program Binaan Direktorat BSFM Dirjen DEPSOS RI dan bekerjasama dengan 
PINBUK.  Dengan modal awal Rp.125.000.000,- ( hibah depsos ) dan pada tahun 
2005 ada tambahan modal Rp.22.000.000,- ( pendiri ) yang disalurkan kepada 10 
KUBE ( kelompok usaha bersama ) dan memiliki 38 orang anggota diawal 
berdirinya.  Dan pada tahun 2006 mulai berbadan hukum hilayah Kabupaten 
Surakarta dengan No. 03.BH/403.62/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006.  
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1. Visi 
Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang kuat, mandiri serta 
mengedepankan syariah. 
2. Misi 
Mengembangkan koperasi BMT Sejahtera sebagai sarana gerakan 
pemberdayaan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar 
koperasi BMT Sejahtera yang penuh keselamatan, kedamaian dan  
kesejahteraan. 
 
4.1.2.  Prinsip-Prinsip Syariah  
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan BMT Sejahtera dikembangkan 
budaya kerja yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah pada aqhlaqul karimah 
yang diteladani dari sifat Rasulullah SAW, yaitu: 
1. Shidiq (jujur), yaitu menjaga pribadi yang bisa berkata jujur/benar, memiliki 
ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, dan mampu menjadi 
teladan. 
2. Amanah (dapat dipercaya), yaitu menjaga pribadi yang selalu dapat 
dipercaya, peka, objektif, disiplin, dan penuh tanggungjawab. 
3. Tabligh yaitu mampu menjadi pribadi yang dapat berkomunikasi atas dasar 
transparasi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan. 
4. Fatanah yaitu mampu menjadi tenaga yang profesional dengan penuh 
inovasi, cerdaas, terampil dengan semangat belajar dan berlatih yang 
berkesinambungan. 
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4.1.3. Produk Pembiayaan BMT Sejahtera Surakarta 
Dalam pembiayaan produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi, 
masyarakat dapat memilih tiga model pembiayaan BMT. Pembiayaan BMT dapat 
diklasifikasikan dalam tiga kategori diantaranya yaitu: 
1. Prinsip bagi hasil (syirkah). Syirkah dalam Bahasa Arab berarti 
pencampuran atau interaksi atau membagi sesuatu antara dua orang atau 
lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. Prinsip syirkah untuk produk 
pembiayaan BMT dapat dioperasikan dengan pola-pola sebagai berikut: 
a. Musyarakah 
Merupakan pembiayaan bagi hasil (profit and loss sharing) yang 
dilakukan dengan bekerja sama untuk meningkatkan aset yang mereka 
miliki. Atau usaha bagi hasil yang melibatkan beberapa atau kedua 
belah pihak yang sama-sama menggaungkan sumber daya yang mereka 
miliki baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud. Ketentuan 
umum dalam akad musyarakah adalah: 
1) Menggabungkan dana usaha dengan harta pribadi 
2) Menjalankan usaha musyarakah dengan pihak lain tanpa seizin 
pemilik modal. 
3) Memberikan pinjaman kepada pihak lain 
4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau 
digantikan oleh pihak lain. 
5) Menyebutkan jenis usaha dalam akad. 
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b. Mudharabah 
Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, pihak 
pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan suatu modal kepada 
pengelola (mudharib) dengan suatu akad atau perjanjian keuntungan . 
Bentuk kerjasama ini berupa modal 100% dari shahibul maal dengan 
keahlian dari mudharib. 
2. Prinsip jual beli (tijarah)  
Jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi 
jual beli dimana objeknya adalah barang dan harga. Penerapan akad jual beli 
ini dalam transaksi BMT tampak dalam produk pembiayaan murabahah, 
salam, dan istishna. Adapun pengertian dari jenis-jenis pembiayaan tersebut 
adalah sebagai berikut: 
a. Murabahah, yaitu jual beli barang sebesar harga pokok barang 
ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. 
b. Salam, yaitu jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat 
tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. 
c. Istishna, yaitu jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan 
barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati 
dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan 
3. Prinsip sewa (ijarah)  
Sewa menyewa yaitu perjanjian yang objeknya merupakan manfaat atas 
suatu barang atau pelayanan, sehingga bagi pihak yang menerima manfaat 
berkewajiban membayar uang sewa/upah (ujrah). BMT menggunakan akad 
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ini dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan ijarah dan 
pembiayaan ijarah muntahia bit tamlik. Adapun pengertian dari jenis-jenis 
pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Ijarah 
Transaksi ijarah yaitu adanya perpindahan manfaat. Pada intinya prinsip 
ini sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada 
objek transaksinya. Pada prinsip jual beli objek transaksinya adalah 
barang sedangkan ijarah objek transaksinya adalah jasa. 
 
4.1.4. Daerah Pemasaran Produk di BMT Sejahtera Surakarta 
Untuk mensosialisasikan kegiatan ekonomi syariah melalui program-
program dan produk-produk pembiayaan yang telah dimiliki, BMT Sejahtera 
membagi wilayah pemasarannya menjadi 4 bagian : 
 
Tabel 4.1 Wilayah Pemasaran BMT 
No Wilayah Tujuan Pemasaran 
1 Timur Jebres 
2 Barat Kadipiro, Banyuanyar 
3 Selatan Semanggi 
4 Utara Nusukan 
 Sumber : BMT Sejahtera Surakarta 2018 
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4.1.5. Struktur Organisasi BMT Sejahtera Surakarta 
Organisasi merupakan wadah dan alat bagi manajemen dalam usahanya 
untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk 
memisahkan wewenang dan tanggung jawab, dalam suatu badan usaha diperlukan 
adanya susunan kepengurusan yang jelas agar masing-masing dapat bertanggung 
jawab atas tugasnya. Berikut uraian fungsi dan tugas dari masing-masing jabatan 
seperti yang terlihat pada struktur organisasi BMT Sejahtera dibawah ini: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi BMT Sejahtera Surakarta  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : BMT Sejahtera Surakarta 
1. Tugas dan Wewenang : 
a. Pengurus : 
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN 
PENGURUS 
Ketua 
Sekertaris 
Bendahara 
PENGAWAS 
Ketua 
Anggota 
DPS 
Ketua 
MANAGER 
TELLER AKUNTING MARKETING 
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1) Ketua 
Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan dan kebijakan- 
kebijakan organisasi yang bersifat strategis melalui kesepakatan dalam 
forum Rapat Pengurus Organisasi (RPO). 
2) Sekertaris 
Membuat keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam 
bidang administrasi dan penyelenggaraan organisasi. 
3) Bendahara 
Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi serta 
Memelihara semua harta kekayaan koperasi 
b. Pengawas : 
1) Ketua  
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebiiaksanaan dalam 
pengelola koperasi dan Membuat laporan tertulis tentang hasil 
pengawasan. 
2) Anggota 
a) Mewujudkan tujuan dan misi  
b) Mematuhi dan melaksanakan ketentuan arau norma yang berlaku 
dalam sebuah organisasi 
c) Merealisasikan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya 
d) Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan 
e) Memberikan kontribusi yang nyata untuk memajukan ketrjasama 
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f) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tim dan menerima serta 
melaksanakan keputusan dengan keikhlasan dan rasa tanggung 
jawab. 
c. Dewan Pengawas Syariah : 
1) Ketua 
a) Memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi 
kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah 
b) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman 
operasional dan produk yang dikeluarkan perusahaan. 
c) Mengawasi proses pengembangan produk baru perusahaan. 
d) Meminta fatwa kepada dewan syariah nasional untuk produk baru 
perusahaan yang belum ada fatwanya. 
e) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah 
terhadap mekanisme kegiatan usaha perusahaan. 
f) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan 
kerja perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 
d. Manager 
Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas 
lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari pihak ketiga serta penyaluran 
dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan 
langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya 
mencapai target. 
e. Teller 
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1) Mengelola keuangan sesuai rencana/anggaran perusahaan. 
2) Bertanggung jawab terhadap keluar masuknya kas. 
3) Melayani nasabah. 
f. Marketing 
melakukan survey pemasaran produk dalam area yang mereka pegang serta 
melakukan koordinasi pada tiap-tiap sales marketing agar proses promosi dan 
pendistribusian produk bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. 
g. AO (Account Officer) 
1) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan 
proses sebenarnya 
2) Melakukan analisis 5C kepada nasabah dan pemeriksaan rutin di 
lapangan. 
3) Melakukan penagihan pembayaran angsuran pembiayaan kepada 
nasabah. 
4) Bertanggung jawab terhadap proses funding (menghimpun dana) dan 
lending (pembiayaan) 
 
4.2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Surakarta 
4.2.1. Pengajuan/Permohonan Pembiayaan 
Marketing   menjelaskan produk kepada nasabah yang mengajukan 
permohonan pembiayaan. Calon nasabah yang ingin mengambil pembiayaan 
mudharabah di BMT Sejahtera harus terlebih dahulu terdaftar sebagai 
anggota/nasabah dari BMT Sejahtera yang artinya harus memiliki nomor rekening 
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terlebih dahulu. Tahap awal dalam prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah 
adalah nasabah yang ingin mengambil pembiayaan terlebih dahulu mengisi 
formulir pengajuan pembiayaan dengan panduan karyawan koperasi bagian kasir 
yang bertugas melayani nasabah. Permohonan pembiayaan yang dilayani oleh 
kasir memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai calon anggota 
pembiayaan. Calon anggota pembiayaan mengisi formulir pengajuan pembiayaan 
yang diberikan oleh kasir dan menyerahkannya kembali dengan dilampiri syarat-
syarat pengajuan permohonan pembiayaan yang ditentukan oleh pihak BMT. 
Formulir pengajuan pembiayaan yang diisi oleh nasabah ini berisi tentang 
identitas peminjam, jenis pembiayaan, jumlah uang, jangka waktu pelunasan, dan 
barang yang dijaminkan. Syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan 
diantaranya yaitu : fotocopy KTP suami dan istri, fotocopy Surat Akta Nikah, 
fotocopy surat jaminan beserta aslinya dan surat pernyataan hak milik agunan. 
 
4.2.2. Pemeriksaan 
Setelah persyaratan dilengkapi oleh nasabah, sebelum pembiayaan 
disetujui terlebih dahulu dilakukan analisa pembiayaan yang bertujuan untuk 
menganalisa persyaratan-persyaratan yang diajukan serta nilai kalayakannya. 
Formulir beserta persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan yang telah 
dikumpulkan di tahap awal oleh calon nasabah diserahkan kepada account officer 
(AO) bagian pembiayaan untuk dilakukan pemeriksaan data yang diberikan oleh 
calon nasabah. Account officer akan memeriksa kelengkapan seluruh dokumen 
beserta persyaratan yang dibutuhkan untuk jenis pengajuan permohonan 
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pembiayaan nasabah yang diambil dari data file nasabah dan permohonan. Setelah 
dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, account officer akan segera 
melakukan analisis pengajuan pembiayaan kepada calon peminjam  dengan 
menggunakan metode analisis 5C berdasarkan hasil wawancara dan kunjungan 
kepada calon peminjam. Analisis yang dilakukan ini mencakup penilaian secara 
seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi serta prospek 
usaha calon debitur. Analisa pembiayaan ini juga berguna untuk mencapai sasaran 
yang diinginkan BMT agar terhindar dari resiko pembiayaan serta sasaran 
pembiayaan tepat kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan. 
Hasil analisis dituliskan dalam memo hasil analisis yang didalamnya berisi 
tentang identitas calon peminjam, analisis 5C penghasilan dalam sebulan, biaya 
yang dikeluarkan dalam sebulan, jumlah nominal yang telah disetujui, serta tanda 
tangan Manajer BMT. Bila permohonan tersebut dianggap tidak layak untuk 
diberikan maka akan dibuat surat penolakan pada nasabah. Selanjutnya nasabah 
yang telah memiliki nomor rekening akan diberi kebebasan untuk menutup/terus 
melanjutkan tabungannya di BMT. Jika nasabah memilih untuk melanjutkan 
tabungannya dan suatu saat nanti akan mengajukan permohonan pembiayaan lagi, 
maka perlu dilakukan analisis lagi. 
 
4.2.3. Persetujuan Pemberian Pembiayaan 
Persetujuan Pemberian Pembiayaan adalah keputusan pihak bank untuk 
memberikan/mengambulkan seluruh atau sebagian dari calon debitur atas dasar 
hasil analisis 5C yang sebelumnya telah dilakukan. Persetujuan pemberian 
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pembiayaan dilakukan pihak-pihak tertentu sesuai kewenangan yang telah 
ditentukan oleh pihak BMT. Setelah pengajuan permohonan pembiayaan 
disetujui, selanjutnya akan dilakukan akad pembiayaan oleh pihak BMT hari itu 
juga. 
 
4.2.4.  Pencairan Dana Pembiayaan 
Pencairan dana yang diminta nasabah hanya dapat dilakukan setelah 
nasabah yang bersangkutan memenuhi beberapa syarat seperti yang berada dalam 
akad pembiayaan. Setelah penandatanganan akad pembiayaan yang ditanda 
tangani oleh nasabah pembiayaan. maka prosedur selanjutnya AO melakukan 
transaksi realisasi pada Koperasi online dan merubah status kartu menjadi 
DICAIRKAN. Teller meminta slip : setoran pembiayaan, biaya administrasi dan 
materai. Teller memasukkan dana realisasi pembiayaan ke dalam rekening 
tabungan nasabah saldo nasabah telah di update, dan telah bertambah sesuai 
jumlah nominal pembiayaan yang disetujui. Nasabah menarik dana pembiayaan 
melalui teller melalui slip penarikan. 
 
4.2.5.  Pelunasan Pembiayaan 
Pada masa terakhir setoran pembiayaan dengan akad mudharabah, 
nasabah harus melunasi kewajiban dan bagi hasil yang sudah disepakati dan 
dituangkan dalam akad pembiayaan yang telah ditandatangani di awal. Pihak 
BMT akan memberikan kartu angsuran pembiayaan mudharabah kepada nasabah, 
setiap nasabah akan membayar setoran pembiayaannya dengan kartu angsuran 
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tersebutharus selalu dibawa. Jika nasabah sudah melunasi kewajiban berserta bagi 
hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal, maka pihak BMT 
akan memberikan stempel di kartu angsuran pembiayaannya yang bertuliskan 
lunas sebagai tanda bahwa nasabah sudah melunasi pembiayaan mudharabah 
yang diambil. 
Gambar 4.2 
Prosedur Pembiayaan Mudharabah 
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4.3. Evaluasi Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Mudharabah Pada 
BMT Sejahtera Surakarta  Berdasarkan Komponen COSO 
Berdasarkana pendekatan dengan komponen analisis COSO, Adapun evaluasi 
pengendalian internal pembiayaan akad mudharabhah pada BMT Sejahtera 
Surakarta  adalah : 
 
4.3.1. Lingkungan Pengendalian 
1.  Integritas dan Nilai Etika 
Integritas dan nilai etika seluruh karyawan BMT Sejahtera Surakarta sudah 
terbukti cukup baik dalam melayani nasabah. Hal ini dapat dilihat pihak BMT 
selalu menerapkan sistem 3S (senyum,salam,sapa) dalam  melayani nasabah yang 
terbukti mendukung terciptanya lingkungan kerja yang ramah dan kondusif  bagi 
karyawan. Selain itu,  Selain itu ada nilai-nilai tertentu yang di terapkan oleh 
karyawan misalnya nilai etika, kedisiplinan, profesionalisme dan keterbukaan. 
Nilai etika yang diterapkan oleh karyawan yaitu dalam melayani nasabah 
karyawan selalu bersikap sopan terhadap nasabahnya, nilai kadisplinan yang 
diterapkan yaitu masuk kerja tepat waktu serta tidak pulang sebelum waktunya 
pulang, nilai profesionalisme yang diterapkan yaitu melayani anggota sebaik 
mungkin meskipun sedang dalam keadaan sakit atau tidak mengikut campurkan 
masalah pribadi dengan pekerjaan, nilai keterbukaan yang diterapkan yaitu selalu 
bersikap terbuka terhadap karyawan yang lainnya dan tidak merahasiakan suatu 
permasalahan apapun. Penerapan terhadap nilai-nilai tersebut dilakukan 
pengawasan langsung serta masukan atas complain dari anggota. Seluruh 
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karyawan BMT sudah memiliki sikap taat dan disiplin terhadap aturan dan 
prosedur tertulis tentang pengajuan permohonan pembiayaan yang dimiliki BMT, 
ini terbukti dengan diwajibkannya semua karyawan BMT untuk absen saat akan 
masuk kantor dan ketika akan pulang kantor. Kebiasaan seperti ini akan melatih 
kedisiplinan karyawan untuk datang tepat waktu dan bertanggungjawab pada 
tugas dan kewajibannya. Namun, sistem absensi yang masih manual ini tidak 
menutup kemungkinan dapat terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh 
karyawan. Dan jika ada karyawan yang terlambat maka akan di berikan  teguran 
dari manajer serta potong gaji.  
Pada awal menjadi karyawan diwajibkan untuk mengikuti training baik di 
dalam kantor maupun diluar kantor. Hal ini dilakukan agar para karyawan dapat 
bertanggung jawab penuh dengan pekerjaannya serta tertanam nilai-nilai 
kejujurannya dalam melakukan tanggungjawabnya tersebut. 
2. Komitmen terhadap Kompetensi 
Komitmen dan kompetensi yang dilakukan oleh karyawan BMT Sejahtera 
Surakarta dalam melakukan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan 
karyawan telah dilaksanakan dengan baik, hal ini terbukti bawha setiap kali ada 
kegiatan seminar selalu mengikuti dan seminar tersebut diikuti sesuai dengan 
konsep dan jabatannya masing-masing. Komitmen terhadap kompetensi juga telah 
ditunjukkan dengan adanya pembagian job description kepada seluruh karyawan. 
Pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas membuat karyawan memiliki 
rasa tanggung jawab terhadap kewajiban masing-masing sehingga tidak akan 
terjadi karyawan yang melakukan rangkap kerja/pekerjaan ganda. Penempatan 
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bagian kerja para karyawan juga disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya 
tidak ada yang tidak sesuai dengan pendidikannya. 
3. Filosofi dan Gaya Operasional Manajemen 
Gaya operasi manajemen yang dilakukan oleh BMT Sejahtera Surakarta 
yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh semua 
pengelola BMT. Hal ini bertujuan agar terpenuhinya sebagai sarana gerakan 
pemberdayaan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar koperasi 
BMT Sejahtera. Selain itu dalam mengoperasionalkan lembaganya Pihak BMT 
selalu melaksanakan visi misinya agar selalu menjadi lembaga keuangan dengan 
mengedepankan syariah. 
4. Struktur organisasi 
Pembagian wewenang dan tanggung jawab pada BMT Sejahtera Surakarta 
sudah menggambarkan tugas dan kewajiban masing-masing karyawan dengan 
jelas. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis berupa Job Description 
untuk masing-masing karyawan sebagai panduan bekerja, sehingga tidak ada 
karyawan yang bekerja diluar wewenang dan tanggung jawab jabatannya. 
5. Praktik SDM 
Penilaian evaluasi praktik dan kebijakan sumber daya manusia pada BMT 
Sejahtera Surakarta sudah berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan adanya 
pedoman tentang pemberian pembiayaan sebagai petunjuk teknis dalam 
pelaksanaan pemberian pembiayaan, pemberian Job Training bagi karyawan baru 
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maupun lama, pemberian reward dan punishment juga dilakukan BMT Sejahtera 
kepada karyawan yang berprestasi sebagai bentuk penghargaan dari perusahaan 
atas pencapaian target dan kinerja yang baik. Biasanya bentuk reward yang 
diberikan beruapa kenaikan jabatan dan bonus gaji. Dalam pemberlakuan 
punishment diberlakukan untuk semua karyawan yang tidak taat dalam melakukan 
pekerjaannya seperti terlambat masuk kerja, pulang sebelum jamnya dan bentuk 
kecurangan-kecurangan lainnya. Perekrutan karyawan baru dilakukan oleh 
Manajer dengan mengumpulkan persyaratan kerja seperti Foto, riwayat hidup, 
SKCK. Untuk perekrutan karyawan baru, BMT Sejahtera tidak mengutamakan 
harus lulusan dari pondok pesantren karena pada saat job training calon karyawan 
sudah mulai dilatih dengan nilai-nilai kejujuran serta dasar-dasar nilai syariah 
yang harus dipelajari terlebih dahulu untuk menjadi pedoman dari BMT Sejahtera 
Surakarta, karena criteria yang diminta oleh BMT adalah beragama islam, taat 
solat dan bisa baca Al-quran. 
Selain itu, pihak BMT memberikan jatah cuti kepada karyawan sebanyak 2x 
dalam 1tahun yang bisa diambil kapan saja. Namun, apabila cuti ini tidak diambil 
maka akan hangus. Dalam pelaksanaan operasional BMT manajer selalu 
meberikan motivasi bagi karyawan untuk membangkitkan semangat para 
karyawan serta kinerjanya agar lebih baik lagi, untuk itu peran manajer sangatlah 
penting bagi para karyawannya. Selain itu selalu rutin diadakan breefing antara 
manajer dengan karyawan untuk mengevaluasi dari hasil kinerjanya masing-
masing. 
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4.3.2. Penaksiran Risiko 
Penaksiran risiko adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko-
risiko yang relevan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Penilaian resiko sangat 
di perlukan untuk menunjang efektifitas kinerja dari suatu perusahaan. Dalam hal 
ini, BMT Sejahtera memperkirakan resiko/kendala yang akan timbul untuk 
mengidentifikasi, manganalisis dan mengelola risiko yang berhubungan dengan 
pengendalian internal. Secara umum, resiko pengendalian internal dapat timbul 
oleh keadaan berikut : 
1. Perubahan Sistem Informasi 
BMT Sejahtera  dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan 
pembiayaan sudah menggunakan sistem komputerisasi, namun jika ada 
perubahan system komputerisasi  yang baru para karyawan belum 
menggunakan sistem yang baru tersebut. Sehingga hal ini tentu saja 
menghambat kegiatan operasional yang dilakukan oleh BMT Sejahtera, 
padahal sistem komputerisasi yang baru jauh lebih modern dibandingkan 
dengan yang sebelumnya. 
 
2. Pertumbuhan yang Cepat 
Pertumbuhan BMT Sejahtera yang meningkat dengan pesat setiap 
tahunnya, akan membutuhkan personil tambahan dalam menjalankan 
tugasnya. Ditambah lagi untuk lebih menarik minat para konsumen dengan 
semua produk yang ada dalam BMT, terutama produk pembiayaan, akan 
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sangat dibutuhkan karyawan yang kompeten dan mampu untuk 
menghimpun dan menyalurkan dana sebanyak-banyaknya. 
3. Tekhnologi Baru 
BMT Sejahtera Surakarta belum menggunakan system absensi otomatis 
seperti mesin absensi. Sistem absensi masih dilakukan secara manual 
dengan mengisi sendiri formulir absen yang telah disediakan sehingga 
memungkinkan terjadinya penyimpangan dari para karyawan. 
 
4.3.3.  Aktivitas Pengendalian 
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 
menjamin bahwa setiap arahan atau petunjuk manajemen dilaksanakan dengan 
baik. Arahan manajemen ini dilaksanakan dan dirancang untuk menanggulangi 
risiko yang bisa terjadi dalam aktivitas perusahaan dalam pencapaian tujuannya. 
1. Pengendalian Otorisasi 
Semua tahapan dan prosedur dalam pengajuan permohonan 
pembiayaan merupakan tanggung jawab dari setiap karyawan pembiayaan 
yang terkait dan sudah menjadi tugas dan wewenangnya masing-masing. 
Pada prakteknya, pengajuan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah 
dianggap layak atau tidak layak merupakan keputusan oleh pejabat-pejabat 
bank berwenang yang sudah memiliki batasan sesuai dengan kewenangan 
masing-masing, telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini terlihat dari 
adanya batasan dan tanggung jawab tentang kewenangan dalam pemutusan 
pembiayaan pada BMT Sejahtera Surakarta. Pelaksanaan perjanjian kredit 
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dilakukan dengan penandatanganan akad pembiayaan oleh debitur, notaris 
publik (sebagai saksi), dan diotorisasi oleh manager, serta disaksikan pihak-
pihak yang berkepentingan sudah cukup jelas menggambarkan persetujuan 
para pihak yang dituangkan dalam perjanjian sesuai syariah islam dan 
hukum. 
2. Pengendalian Fisik 
BMT Sejahtera Surakarta memiliki pengendalian fisik dalam 
pelaksanaan pemrosesan pembiayaan mudharabah. Hal ini ditunjukkan 
dengan semua dokumen yang berkaitan dengan proses pembiayaan sudah 
dibuat rangkap dua, yang asli disimpan oleh pihak BMT untuk diarsip dalam 
file penyimpanan komputer oleh bagian pembiayaan, sedangkan salinan 
dokumennya diserahkan kepada nasabah. Pengendalian fisik atas dokumen 
yang berkaitan dengan seluruh pembiayaan, sudah disimpan ditempat yang 
aman dari pencurian dan bebas dari pencurian dan bencana alam. Misalnya 
pada proses pencairan dana kepada nasabah yang dilakukan oleh bagian 
kasir/teller bertanggungjawab melakukan tugas pembukuan dari pembiayaan 
dan segala hal yang berhubungan dengan teknis komputer dan keuangan. Dan 
pada saat dana telah dicairkan, pihak BMT akan membuatkan Surat 
Pengakuan Pembiayaan kepada nasabah. Surat tersebut dibuat rangkap dua 
agar dapat dijadikan arsip oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 
 
 
 
54 
 
 
 
3. Pemisahan Tugas 
Penyetujuan pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT 
Sejahtera Surakarta telah terpisah tugas dan wewenangnya dengan fungsi 
analisis pembiayaan. Manajer yang memiliki wewenang menyetujui 
pemberian pembiayaan sesuai dengan batasan nominal yang dimilki terpisah 
dari fungsi analisis pembiayaan yang dilakukan oleh account officer (AO). 
Hasil analisis pembiayaan dari adanya pemisahan tugas yang menjadi 
pertimbangan pengambilan keputusan pembiayaan mudharabah dapat 
memberikan dasar yang memadai untuk mengevaluasi hasil kinerja masing-
masing karyawan. 
 
4.3.4. Informasi dan kominikasi 
Informasi dan komunikasi internal pada perusahaan merupakan elemen 
penting dalam pertukaran informasi atau proses penyampaian informasi kepada 
seluruh elemen internal perusahaan, mulai dari Manager Puncak hingga seluruh 
jajaran karyawan yang ada dalam suatu perusahaan. Unsur-unsur dari informasi 
dan komunikasi adalah sebagai berikut : 
1. Mencatat Semua Transaksi Pembiayaan yang Sah 
 Semua dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan telah 
dicatatat dan disajikan secara teliti kemudian akan diserahkan kepada 
Manager untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah Manager 
melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, kemudian akan 
diserahkan kepada Pengurus BMT. 
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2. Pengklasifikasian Transaksi Keuangan 
Pada saat terjadi transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan, seperti pada 
saat pencairan dana ataupun pembayaran angsuran, kasir akan 
mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pada bukti transaksi. 
3. Informasi 
BMT Sejahtera Surakarta, menunjukkan informasi dan komunikasi internal 
sudah dilakukan dengan cukup baik, yaitu dengan menggunakan grup 
Whatsapp sebagai sarana sharing dengan sesama karyawan lalinnya. BMT 
Sejahtera juga melakukan briefing secara rutin, hal ini akan 
mengurangi ketidakefektifan komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, 
selain itu masalah- masalah yang ada dan diketahui sejak dini akan langsung 
bisa ditangani dengan baik. 
 
4.3.5. Monitoring 
Aktivitas pemantauan kepada nasabah yang dilakukan BMT Sejahtera 
Surakarta dengan menggunakan aplikasi yang bernama sistem merpati melalui 
sistem merpati sudah berjalan cukup efektif. Dengan sistem merpati, setiap terjadi 
transaksi akan diinput segala identitas nasabah seperti nomor rekening, jumlah 
nominal setoran, dan secara otomatis akan langsung terhubung ke jaringan sistem 
yang ada di kantor. Jadi akan diketahui kapan dilakukannya transaksi/benar-benar 
terjadi transaksi atau tidak. Adanya sistem merpati ini, sekaligus membuat pihak 
BMT selalu bisa mengawasi segala gerak-gerik yang dilakukan tiap karyawannya. 
Sehingga apabila ada tindakan yang mencurigakan dan mengarah pada sikap tidak 
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jujur, akan langsung bisa ditelusuri oleh BMT. Seperti contoh, apabila dalam 
sehari tidak ada transaksi sistem merpati yang masuk ke BMT, akan ditelusuri 
oleh Manager untuk dicari tahu penyebabnya, setelah diketahui penyebabnya akan 
segera ditindak lanjuti. 
Nasabah yang mengambil pembiayaan, setelah dana dicairkan, sehari 
sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran akan diingatkan oleh AO. 
AO setiap harinya akan melakukan survey ke nasabah yang telah meminjam 
dananya, setelah itu AO wajib lapor kepada manager atas hasil yang telah 
disurvey.  
 
4.4. Evaluasi Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Mudharabah pada 
BMT Sejahtea di Kota Surakarta 
4.4.1  Kelemahan Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Mudharabah 
Pada BMT Sejahtera Surakarta 
Setelah melakukan penelitian dan pembahasan pada pelaksanaan 
pengendalian internal atas pembiayaan mudharabah pada BMT Sejahtera 
Surakarta, ditemukan beberapa kelemahan yang dapat menghambat pelaksanaan 
pengendalian internal, yaitu : 
1. Pengisian absensi yang masih menggunakan sistem manual sehingga 
menimbulkan pengisian absensi yang tidak sebenarnya. Hal ini 
menyimpang dari prinsip COSO dalam lingkungan pengendalian, dimana 
Integritas dan Nilai Etika karyawan merupakan hal yang penting untuk 
menciptakan pengendalian internal yang efektif. Karyawan yang bertindak 
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konsisten dan jujur sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan 
yang telah ditentukan oleh organisasi akan menciptakan lingkungan kerja 
dengan sikap tanggung jawab dan disiplin yang tinggi 
2. Masih terdapat beberapa karyawan yang kurang memahami sistem 
informasi yang digunakan dalam setiap kegiatan pembiayaan di BMT 
Sejahtera Surakarta. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip COSO dalam 
penilaian resiko, karena karyawan yang tidak memiliki pengetahuan 
memadai tentang sistem yang diterapkan dalam perusahaan, memiliki 
resiko yang lebih tinggi akan sering melakukan kesalahan dalam proses 
pemberian pembiayaan mudharabah kepada nasabah. 
3. BMT Sejahtera Surakarta hanya melakukan pemantauan saja terhadap 
usaha debitur, namun tidak memberikan bimbingan dan pengarahan 
terhadap administrasi dan cara kerja menjalankan usaha yang baik dan 
benar. Dalam analisis 5 komponen COSO, pemantauan yang baik akan 
memberikan penilaian secara menyeluruh dan menemukan kekurangan 
serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat 
dimonitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan 
usaha manajemen. 
 
4.4.2. Rekomendasi Atas Kelemahan Pengendalian Internal 
1. Mengganti sistem absensi manual dengan sistem absensi otomatis seperti 
mesin absensi. Sehingga tidak akan ada karyawan yang melakukan 
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pengisian absen yang tidak sebenarnya sehingga akan lebih meningkatkan 
efektifitas kerja dari setiap karyawan. 
2. BMT Sejahtera Surakarta harus lebih sering mengadakan Job Training 
terutama bagi karyawan baru yang belum mengerti sistem yang dijalankan 
dalam BMT, sehingga dapat menghasilkan karyawan yang kompeten dalam 
bidangnya. 
3. BMT Sejahtera Surakarta perlu memberikan bimbingan bimbingan dan 
pengarahan terhadap administrasi dan cara kerja menjalankan usaha kepada 
nasabah, sehingga diharapkan usaha nasabah akan berjalan lancar dan tidak 
akan ada kendala terhadap pengembalian Pembiayaan yang telah dipinjam. 
 
Tabel 4.2 
Unsur Pengendalian Internal 
No Unsur Pengendalian 
Internal 
Kriteria yang ditetapkan Lembaga Ket 
ya tdk 
1. Lingkungan Pengendalian Internal   
 a) Integritas dan Nilai 
Etika 
1) Menerapkan 3S (Senyum, Salam, Sapa) 
serta nilai-nilai yang dipatuhi oleh 
karyawan. 
 
V  
2) Adanya Absensi V  
 b) Komitmen 
Terhadap 
Kompetensi 
1) Adanya  pelatihan kerja karyawan 
secara rutin 
V  
2) Memiliki Job Description yang  jelas 
Tugas/bidang pekerjaannya 
V  
3) penetapan karyawan berdasarkan 
dengan latar bleakang pendidikannya 
V  
4) Adanya kriteria-kriteria tertentu 
sebelum merekrut karyawan 
 X 
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 c) Filosofi dan Gaya 
Managemen 
1) Memiliki Visi Misi yang Jelas V  
 d) Struktur Organisasi 1)  Struktur Organisasi V  
  2) Panduan bekerja berupa dokumen 
tertulis yang berisi Job Description 
untuk para karyawan 
V  
3) Rangkap Jabatan  X 
 e) Praktik dan 
Kebijaksanaan 
SDM 
1) Pemberian Reward and Punishment 
serta cutiuntuk para karyawan BMT 
V  
  2) Motivasi dari Pimpinan untuk karyawan V  
3) evaluasi kinerja pimpinan dan karyawan V  
2. Penilaian Risiko   
  1) Penerapan Analisis 5C dalam 
melakukan 
pemeriksaan dan analisis pembiayaan 
mudharabah 
V  
3. Informasi dan Komunikasi   
  1) Rutin melakukan Briefing V  
4. Aktifitas Pengendalian   
 a) Pengendalian 
Otorisasi 
1) Persetujuan pemberian pembiayaan 
dilakukan oleh Pejabat yang berwenang. 
V  
  2) Penandatangan Akad Pembiayaan 
dilakukanoleh pejabat yang melakukan 
otorisasi persetujuan pembiayaan 
V  
 b) Pengendalian Fisik 1) Semua dokumen terkait dengan 
pembiayaan telah tersimpan secara 
komputerisasi dan dibuat 
rangkap 2 
V  
  2) Mencatat semua transaksi pembiayaan 
yang sah 
V  
  3) Pengklasifikasian Transaksi Keuangan   
5. Monitoring   
  1) Pemantaun secara langsung kepada 
Nasabah 
V  
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Evaluasi 
Pengendalian Internal Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Sejahtera Surakarta 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. BMT Sejahtera Surakarta berperan serta membangun ekonomi masyarakat 
mikro/kecil menengah, salah satunya dengan pemberian pembiayaan 
mudharabah. Prosedur pembiayaan mudharabah BMT Sejahtera Surakarta 
yang sederhana dapat dikatakan telah diatur dengan cukup baik sehingga 
mudah dipahami dan dapat memperlancar proses pemberian pembiayaan 
kepada nasabah. Jaringan prosedurnya terdiri dari prosedur permohonan 
pembiayaan, prosedur analisis dan pemeriksaan, prosedur persetujuan 
pembiayaan, prosedur akad pembiayaan, prosedur pencairan dana 
pembiayaan, prosedur pengawasan, serta prosedur pelunasan pembiayaan. 
2. Pengendalian internal yang diterapkan untuk pengendalian terhadap 
pembiayaan Mudharabah di BMT Sejahtera Surakarta meliputi aturan yang 
ditetapkan oleh manajemen, struktur organisasi, formulir dan dokumen yang 
digunakan dalam pembiayaan mudharabah, pencatatan transaksi 
pembiayaan yang sah, serta pengawasan terhadap pembiayaan. 
Pengendalian internal terhadap pembiayaan mudharabah pada BMT 
Sejahtera Surakarta sudah berjalan dengan cukup baik. Namun dalam 
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praktiknya masih ditemukan beberapa kelemahan yang dapat menghambat 
pelaksanaan pengendalian internal, diantaranya : 
a. Pengisian absensi yang masih menggunakan sistem manual 
sehingga menimbulkan kemungkinan pengisian absensi yang tidak 
sebenarnya. 
b. Masih terdapat beberapa karyawan yang kurang memahami sistem 
informasi yang digunakan dalam setiap kegiatan pembiayaan di 
BMT Sejahtera Surakarta. 
c. BMT Sejahtera surakarta hanya melakukan pemantauan saja terhadap 
usaha nasabah, namun tidak memberikan bimbingan dan pengarahan 
terhadap administrasi dan cara kerja menjalankan usaha yang baik dan 
benar. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan 
pengembangan dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini 
diantaranya yaitu : 
1. Penelitian ini hanya meneliti tentang pengendalian internal pembiayaan 
mudharabah  yang ada di BMT Sejahtera Surakarta. 
2. Penelitian ini hanya meneliti satu objek saja yaitu di BMT Sejahtera 
Surakarta. 
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5.3. Saran-Saran 
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, maka penulis memberikan 
beberapa saran yaitu : 
1. Untuk Penelitian Selanjutnya 
a. jenis pembiayaan yang diteliti bisa ditambah dengan lebih beragam untuk 
mengetahui perkembangan pembiayaan secara signifikan. 
b. Objek penelitian lebih diperluas, seperti melakukan penelitian keseluruh 
BMT yang ada Kota Surakarta sehingga menghasilkan data yang lebih 
akurat. 
2. Untuk BMT Sejahtera Surakarta : 
a. Mengganti sistem absensi manual dengan sistem absensi otomatis seperti 
mesin absensi. Sehingga tidak akan ada karyawan yang melakukan 
pengisian absen yang tidak sebenarnya. sehingga akan lebih 
meningkatkan efektifitas kerja dari setiap karyawan. 
b. BMT Sejahtera Surakarta harus lebih sering mengadakan Job Training 
terutama bagi karyawan baru yang belum mengerti sistem yang dijalankan 
dalam BMT, sehingga dapat menghasilkan karyawan yang kompeten 
dalam bidangnya. 
c. BMT Sejahtera surakarta hanya melakukan pemantauan saja terhadap 
usaha nasabah, namun tidak memberikan bimbingan dan pengarahan 
terhadap administrasi dan cara kerja menjalankan usaha yang baik dan 
benar. 
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LAMPIRAN 1 
TRANSKIP WAWANCARA SEJAHTERA SURAKARTA 
 
 
Nama Informan : Mitha 
Jabatan  : Teller BMT Sejahtera 
Hari/Tanggal  : Kamis, 26 April 2018 
Jam Wawancara  : 10.00 WIB 
Pewawancara : Apakah ada nilai-nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh 
karyawan selain 3s? misalnya nilai etika, nilai kedisiplinan, 
nilai profesionalisme dan nilai keterbukaan? 
Informan : Ada, yaitu nilai-nilai tertentu yang di terapkan oleh 
karyawan misalnya nilai etika, kedisiplinan, 
profesionalisme dan keterbukaan. Nilai etika yang 
diterapkan oleh karyawan yaitu dalam melayani nasabah 
karyawan selalu bersikap sopan terhadap nasabahnya, nilai 
kadisplinan yang diterapkan yaitu masuk kerja tepat waktu 
serta tidak pulang sebelum waktunya pulang, nilai 
profesionalisme yang diterapkan yaitu melayani anggota 
sebaik mungkin meskipun sedang dalam keadaan sakit atau 
tidak mengikut campurkan masalah pribadi dengan 
pekerjaan, nilai keterbukaan yang diterapkan yaitu selalu 
bersikap terbuka terhadap karyawan yang lainnya dan tidak 
merahasiakan suatu permasalahan apapun 
Pewawancara : Bagaimana anda dalam melayani nasabah anda 
menerapkan sistem 3s (senyum, sapa, salam)? 
Informan : pihak BMT selalu menerapkan sistem greeting 3S 
(senyum,salam,sapa) dalam  melayani nasabah agar para 
nasabah merasa nyaman serta menciptakan lingkungan 
yang kondusif. 
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Pewawancara : Bagaimana sistem absensi yang diterapkan oleh pihak 
BMT sehingga tidak ada karyawan yang pulang sebelum 
waktu kerja? 
Informan : Sistem absensi masih tertulis/manual 
Pewawancara : Apakah ada karyawan yang terlambat masuk kerja? Dan 
apa konsekuensinya? 
Informan : Ada, dapat teguran dari manajer serta potong gaji. 
Pewawancara : Apakah pada awal menjadi karyawan para karyawan 
ditraining atau tidak supaya karyawan punya nilai-nilai 
kejujuran? 
Informan : ada pelatihan dan setelah jadi pengelola diwajibkan ikut 
workshop yang sesuai dengan jabatannya. 
Pewawancara : Apakah rutin diadakan pelatihan untuk mengembangkan 
kemampuan dan keahlian karyawan? 
Informan : rutin dan sering diadakan pelatihan bagi karyawan 
Pewawancara : Apakah penetapan karyawan berdasarkan dengan latar 
pendidikannya? 
Informan : Penempatan bagian kerja para karyawan disesuaikan 
dengan latar belakang pendidikannya tidak ada yang tidak 
sesuai dengan pendidikannya. 
Pewawancara : Apakah manajer serta karyawan perlu melaksanakan visi 
dan misi? 
Informan : perlu, untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi 
Pewawancara : Apakah rutin dilakukan evaluasi antara pimpinan dan 
karyawan? 
Informan : rutin dan dilakukan breefing setiap seminggu sekali 
Pewawancara : Siapa yang bertugas menyetujui apakah permohonan 
pembiayaan mudharabah layak diterima atau tidak? 
Informan : yang menyetujui pengurus dan yang menjadi 
tanggungjawab pengurus. 
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Pewawancara : Apakah pernah ada kesalahan pencatatan data transaksi 
pemberian pembiayaaan mudharabah ? 
Informan : Pernah 
Pewawancara : pembiayaan mudharabah dibuat rangkap? Apakah ada data 
basenya? 
Informan : tidak di buat rangkap sudah sesuai dengan 
pengklasifikasiannya sendiri dan sudah ada data basenya 
dalam melakukan pencatatan pembiayaan mudharabah. 
Pewawancara : Apakah dokumen yang digunakan telah bernomor urut 
cetak? 
Informan : Sudah 
Pewawancara : Apakah ada bukti khusus bagi peminjam yang telah 
melunasi kewajibannya? 
Informan : Pada saat penyetoran angsuran terakhir, slip setoran akan 
dibubuhkan stempel LUNAS yang digunakan sebagai bukti 
bahwa kewajiban nasabah sudah selesai. 
Pewawancara : Apakah BMT disini memiliki sistem informasi manajemen 
yang digunakan dalam pelaksanaan operasi BMT? 
Informan : Punya, yaitu sistem merpati 
Pewawancara : Apakah ada sarana prasarana tertentu yang tersedi bagi 
karyawan untuk saling berkomunikasi antara satu dengan 
yang lain? 
Informan : ada, yaitu dengan membuat grup whatsapp dalam 
berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. 
Pewawancara : Apakah dilakukan sosialisasi bila ada perubahan baru 
dalam sistem informasi dan teknologi dalam BMT? 
Informan : rutin dan selalu diadakan sosialisasi jika ada perubahan 
Pewawancara : Pemantauan yang dilakukan oleh pihak BMT apakah sudah 
menggunakan sistem aplikasi, sehingga kapan transaksi 
tersebut diketahui secara langsung kapan transaksi tersebut 
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dilakukan dan benar-benar ada transaksi yang sudah 
terjadi? 
Informan : sudah. 
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Nama Informan : Dewi 
Jabatan  : AO BMT Sejahtera 
Hari/Tanggal  : Kamis, 26 April 2018 
Jam Wawancara  : 11.30 WIB  
Pewawancara : Bagaimanakah perlakuan pihak BMT dalam merekrut calon 
pegawai? Apakah ada kriteria-kriteria tertentu sebelum 
merekrut pegawai? 
Informan : Tidak ada criteria yang penting beragama islam dan bisa 
baca quran 
Pewawancara : Apakah penetapan karyawan berdasarkan dengan latar 
pendidikannya? 
Informan : semua penetapan karyawan sudaah berdasarkan dengan latar 
pendidikannya 
Pewawancara : Apakah manajer serta karyawan perlu melaksanakan visi 
dan misi? 
Informan : Perlu, karna untuk mencapai tujuan yang jelas visi misi 
harus dilakanakan. 
Pewawancara : Apakah di BMT diberlakukan sistem reward and 
punishment serta cuti karyawan? 
Informan : iya, bentuk reward yang diberikan beruapa kenaikan jabatan 
dan bonus gaji. Dalam pemberlakuan punishment 
diberlakukan untuk semua karyawan yang tidak taat dalam 
melakukan pekerjaannya seperti terlambat masuk kerja, 
pulang sebelum jamnya dan bentuk kecurangan-kecurangan 
lainnya, jatah cuti kepada karyawan sebanyak 2x dalam 
1tahun yang bisa diambil kapan saja. 
Pewawancara : Apakah rutin dilakukan evaluasi antara pimpinan dan 
karyawan? 
Informan : Rutin diadakan breefing setiap seminggu sekali 
Pewawancara : Bagaimana antisipasi risiko pembiayaan mudharabah? 
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Informan : untuk kehati-hatiannya lebih ditingkatkan dan survey lebih 
ditekaknkan lagi 
Pewawancara : Bagaimana pengelola BMT dalam melakukan penilaian 
risiko keuangan yang timbul karena kecuranga dari pihak 
yang terkait dengan pengelola BMT itu sendiri? 
Informan : di tegur dan diberikan SP 
Pewawancara : Bagaimana cara untuk memastikan bahwa pembiayaan 
mudharabah diberikan kepada orang yang tepat bahwa yang 
diberi dana itu jujur? 
Informan : dengan cara Survey dan angsuran sudah masuk secara rutin 
Pewawancara : Apakah ada standar kewajiban nasabah melaporkan 
keuangannya? 
Informan : Ada, yaitu dengan nasabah datang kekantor untuk 
melaporkan hasil keuangannya atau petugas yang datang 
langsung kerumah nasabah. 
Pewawancara : Apakah ada evaluasi atau tidak pra dan pasca pemberian 
pembiayaan mudharabah? 
Informan : Ada, sebelum survey dan sesudah survey harus ada laporan 
dan melaporkan kepada manager. 
Pewawancara : Apakah proses pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan 
prosedur yang ditetapkan? 
Informan : Sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan. 
Pewawancara : Apakah terdapat pengecekan independen untuk menguji 
kesesuaian jumlah pemberian pembiayaan dengan data 
penerimaan kas yang diterima? 
Informan : dilakukan dengan cara pengecekan data-data dan dokumen-
dokumen 
Pewawancara : Bagaimana pengelola BMT dalam mengamankan harta dan 
catatan-catatan dengan baik? 
Informan : di tulis di buku pembukuan sesuai dengan PSAK 
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Pewawancara : Apakah ada sarana prasarana tertentu yang tersedi bagi 
karyawan untuk saling berkomunikasi antara satu dengan 
yang lain? 
Informan : ada, yaitu dengan membuat grup whatsapp dalam 
berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya 
Pewawancara : Apakah dilakukan sosialisasi bila ada perubahan baru dalam 
sistem informasi dan teknologi dalam BMT? 
Informan : iya, selalu rutin diadakan sosialisasi jika ada perubahan. 
Pewawancara : Untuk memberikan informasi kepada nasabah terkait dengan 
pembiayaan mudharabh diberikan informasi berupa apa? 
Informan : Nasabah datang sendiri dengan melakukan pengajuan 
pembiayaan atau dengan brosur yang diberikan dari BMT. 
Pewawancara : Apakah hasil pengawasan dari marketing terkait dengan 
pembiayaan mudharabah dilaporkan kepada manjer? 
Informan : setiap hari wajib lapor sebulan I kali di pantau 
Pewawancara : Seberapa rutin pemantauan kepada nasabah dilakukan? 
Informan : Rutin setiap hari 
Pewawancara : Selama melaksanakan pemantauan, apakah ada dokumen 
tertuilis seperti buku harian Ao atau lembar kunjungan 
nasabah? 
Informan : Ada setiap kunjungan yang dilakukan akan selalu dituliskan 
di berkas laporan 
Pewawancara : Setelah dana dicairkan akan dilakukan pengawasan terhadap 
nasabah, bagaimana kah pelaksanaannya? 
Informan : Sering mengecek anggota 1 bulan sekali di pantau. 
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Nama Informan : Ana 
Jabatan  : Manager BMT Sejahtera 
Hari/Tanggal  : 30 April 2018 
Jam Wawancara : 09.00 WIB 
Pewawancara : Apakah ada nilai-nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh karyawan 
selain 3s? misalnya nilai etika, nilai kedisiplinan,, nilai 
profesionalisme dan nilai keterbukaan. 
Informan : Ada, yaitu nilai-nilai tertentu yang di terapkan oleh karyawan 
misalnya nilai etika, kedisiplinan, profesionalisme dan keterbukaan. 
Nilai etika yang diterapkan oleh karyawan yaitu dalam melayani 
nasabah karyawan selalu bersikap sopan terhadap nasabahnya, nilai 
kadisplinan yang diterapkan yaitu masuk kerja tepat waktu serta tidak 
pulang sebelum waktunya pulang, nilai profesionalisme yang 
diterapkan yaitu melayani anggota sebaik mungkin meskipun sedang 
dalam keadaan sakit atau tidak mengikut campurkan masalah pribadi 
dengan pekerjaan, nilai keterbukaan yang diterapkan yaitu selalu 
bersikap terbuka terhadap karyawan yang lainnya dan tidak 
merahasiakan suatu permasalahan apapun. 
Pewawancara : Bagaimana cara-cara untuk mengetahui nilai-nilai tersebut 
diimplementasikan dan dilakukan oleh karyawan? 
Informan : Penerapan terhadap nilai-nilai tersebut dilakukan pengawasan 
langsung serta masukan atas complain dari anggota. 
Pewawancara : Bagaimana sistem absensi yang diterapkan oleh pihak BMT sehingga 
tidak ada karyawan yang pulang sebelum waktu kerja? 
Informan : sistem absensi masih manual belum menggunakan mesin yang 
modern 
Pewawancara : Apakah ada karyawan yang terlambat masuk kerja? Dan apa 
konsekuensinya? 
Informan : ada, Dan jika ada karyawan yang terlambat maka akan di berikan  
teguran dari manajer serta potong gaji. 
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Pewawancara : Apakah pada awal menjadi karyawan para karyawan ditraining atau 
tidak supaya karyawan punya nilai-nilai kejujuran? 
Informan : Pada awal menjadi karyawan diwajibkan untuk mengikuti training 
baik di dalam kantor maupun diluar kantor. 
Pewawancara : Apakah pernah ada kasus kecurangan terhadap karyawannya sendiri? 
Kalau ada bagaimana cara mengatasinya? 
Informan : Sampai saat ini belum pernah ada kasus kecurangan 
Pewawancara : Apakah rutin diadakan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan 
dan keahlian karyawan? 
Informan : iya rutin mengadakan seminar untuk para karyawan seminar tersebut 
diikuti sesuai dengan konsep dan jabatannya masing-masing. 
Pewawancara : Bagaimanakah perlakuan pihak BMT dalam merekrut calon pegawai? 
Apakah ada kriteria-kriteria tertentu sebelum merekrut pegawai? 
Informan : tidak tahap seleksi, criteria khusus adalah beragama islam dan taat 
serta bisa baca Al quran. 
Pewawancara : Apakah penetapan karyawan berdasarkan dengan latar 
pendidikannya? 
Informan : iya, Penempatan bagian kerja para karyawan disesuaikan dengan latar 
Pewawancara : Apakah BMT memiliki visi misi? dan apa visi misi dalam BMT 
tersebut? 
Informan : Punya, agar selalu menjadi lembaga keuangan dengan 
mengedepankan syariah. 
Pewawancara : Apakah manajer serta karyawan perlu melaksanakan visi dan misi? 
Informan : Perlu, Karena agar terpenuhinya sebagai sarana gerakan 
pemberdayaan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat di 
sekitar koperasi BMT Sejahtera. 
Pewawancara : Bagaimana cara mencapai visi misi untuk manajer dan karyawan 
tersebut?  
Informan : dengan melaksanakan evaluasi kinerja 
Pewawancara : Bagaimana jika karyawan tidak menghormati kebijakan-kebijakan 
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yang sudah ditetapkan oleh manajer? 
Informan : akan di berikan sp oleh manager 
Pewawancara : Kebijaksanaan pembiayaan seperti apa yang dibuat oleh pihak BMT? 
Informan : terpenuhinya syarat pengajuan anggota dan adanya survey serta 
komite pembiayaan. 
Pewawancara : Apakah BMT disini memiliki struktur organisasi?  
Informan : punya 
Pewawancara : Apakah ada rangkap jabatan dalam melakukan tugas dan 
aktivitasnya? 
Informan : Tidak, sudah sesuai dengan jabatannya masing-masing. 
Pewawancara : Apakah tanggung jawab dan wewenang antar personil sudah 
dilakukan dengan baik? 
Informan : Sudah, karena Pembagian wewenang dan tanggung jawab pada BMT 
Sejahtera Surakarta sudah menggambarkan tugas dan kewajiban 
masing-masing karyawan dengan jelas. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya dokumen tertulis berupa Job Description untuk masing-
masing karyawan sebagai panduan bekerja, sehingga tidak ada 
karyawan yang bekerja diluar wewenang dan tanggung jawab 
jabatannya. 
Pewawancara : Apakah di BMT diberlakukan sistem reward and punishment serta 
cuti karyawan? 
Informan : iya, bentuk reward yang diberikan beruapa kenaikan jabatan dan 
bonus gaji. Dalam pemberlakuan punishment diberlakukan untuk 
semua karyawan yang tidak taat dalam melakukan pekerjaannya 
seperti terlambat masuk kerja, pulang sebelum jamnya dan bentuk 
kecurangan-kecurangan lainnya, jatah cuti kepada karyawan 
sebanyak 2x dalam 1tahun yang bisa diambil kapan saja. 
Pewawancara : Apakah anda selaku pimpinan selalu memberikan motivasi untuk 
karyawan? 
Informan : iya, agar para karyawan dalam melakukan pekerjaan selalu 
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bersemangat, kinerjanya agar lebih baik lagi. 
Pewawancara : Apakah rutin dilakukan evaluasi antara pimpinan dan karyawan? 
Informan : Iya, rutin diadakan breefing antara manajer dengan karyawan untuk 
mengevaluasi dari hasil kinerjanya masing-masing. 
Pewawancara  Bagaimana pengelola BMT dalam mengamankan harta dan catatan-
catatan dengan baik? 
Informan  Sistem Telling sesuai dengan transaksi. 
Pewawancara  Apakah ada sarana prasarana tertentu yang tersedi bagi karyawan 
untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain? 
Informan  ada, yaitu dengan membuat grup whatsapp dalam berkomunikasi 
antara satu dengan yang lainnya. 
Pewawancara  Apakah dilakukan sosialisasi bila ada perubahan baru dalam sistem 
informasi dan teknologi dalam BMT?  
Informan  Selalu ada. 
Pewawancara  Apakah hasil pengawasan dari marketing terkait dengan pembiayaan 
mudharabah dilaporkan kepada manjer? 
Informan  Iya, setiap harinya marketing akan melaporkan hasil survey kepada 
manager 
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LAMPIRAN 2 
 
JADWAL PENELITIAN 
 
 
No Bulan Januari Februari 
 
Maret 
 
April 
 
Mei 
 
Juni 
 
Juli 
 
 
Agustus 
 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Penyusunan Proposal X X   X X X  X X X X                     
2. Konsultasi   X X    X    X X  X      X     X       
3. Revisi Proposal                     X X X          
4. Pengumpulan Data                      X X X         
5. Analisis data                        X X        
6. Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
                         X       
7. Pendaftaran 
Munaqasah 
                          X      
8. Munaqasah                              X   
9. Revisi Skripsi                                 
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LAMPIRAN 3 
 
SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 4 
 
DAFTAR KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) KOTA SURAKARTA 
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LAMPIRAN 5 
 
FOTO PENGURUS BMT SEJAHTERA SURAKARTA 
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